PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG ( PERPU)
NOMOR 46 TAHUN 1960 (46/ 1960)
TENTANG
PERUBAHAN NAVA DAN KEDUDUKAN HUKUM SERTA PEM NDAHAN
TEMPAT KEDUDUKAN " N. V. NEDERLANDCHE- | NDI SCHE
AARDCLI E MAATSCHAAPPI J"

Presi den Republik I ndonesia,

Meni nbang:
a. bahwa semua perusahaan m nyak bum, yang kini sedang berusaha
dal am |apangan pertanbangan mnyak bum di I ndonesi a,

seharusnya nenpunyai tenpat kedudukan (domsili) di |ndonesia
dan tunduk sepenuhnya kepada hukum | ndonesi a;

b. bahwa N V. NI.AM sejak tanggal 1 Januari 1959 secara de
facto telah nerubah namanya, (de facto) telah nem ndahkan
tenpat kedudukannya dari Negeri Belanda ke |ndonesia dan (de
facto) telah bertindak sebagi Perseroan Terbatas | ndonesi a;

C. bahwa ber hubung dengan itu perlu diberi dasar hukum untuk
ti ndakan-ti ndakan tersebut diatas yang nenang sudah sesuai
dengan Kkebijaksanaan Penerintah dalam bidang pertanbangan
m nyak bum ;

d. bahwa karena keadaan nenaksa soal tersebut diatur dengan
Per at ur an Peneri ntah Pengganti Undang- undang;

Mengi ngat :
Pasal 33 ayat (2) dan (3) dan pasal 22 ayat (1) Undang-undang
Dasar ;

Mendengar :
Misyawar ah Kabi net Kerja pada tanggal 29 Nopenber 1960;

VEMUTUSKAN:
Menet apkan
Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang tentang perubahan nana
dan kedudukan hukum serta pem ndahan tenpat kedudukan "NV
Neder | andsche- | ndi sche Aardol i e Maat-schappij".
Pasal 1.

Nama " Neder| andsch-1 ndi sche Aardol i e Maat schappij" atau dengan
singkat "N.I.A M" dirubah nenjadi "Pertanbangan M nyak | ndonesi a"
yang dapat di si ngkat dengan " Perm ndo".

Pasal 2.
"Perm ndo" bertenpat kedudukan di | ndonesi a.
Pasal 3.

"Perm ndo" adal ah suatu Perseroan Terbatas yang tunduk pada
hukum | ndonesi a yang ber| aku untuk Perseroan Ter bat as.



Pasal 4.

Kekuasaan- kekuasaan yang dil akukan ol eh M nister van Kol oni en
(Mnister van Overzeesche Gebiedsdelen) nmengenai "Nederlandsch-
I ndi sche Aardolie Matschappij" dilakukan oleh Presiden terhadap
"Perm ndo".

Pasal 5.

Senmua peraturan yang berlaku untuk dan terhadap "Nederl| adsch-
I ndi sche Aardolie Miatschappij" terus berlaku untuk dan terhadap
"Perm ndo", sekedar tidak bertentangan dengan ket entuan-ketentuan
dal am Peraturan ini dan disesuai kan dengan kedudukan Republik
I ndonesi a dan konstel asi ket at a- negaraan Republ i k | ndonesi a.

Pasal 6.

Per at ur an Peneri ntah Pengganti Undang-undang ini rmnulai berl aku
pada hari diundangkan dan berlaku surut sanpai pada tanggal 1
Januari 1959

Agar supaya setiap orang dapat nengetahui nya nenerintahkan
pengundangan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini
dengan penenpat an dal am Lenbar an- Negar a Republ i k | ndonesi a.

Dt etapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desenber 1960.
Presi den Republ ik I ndonesi a,

SUKARNO

D undangkan di Jakarta,
pada tanggal 3 Desenber 1960.
Pej abat Sekretaris Negara,

SANTGCSO

PENJ ELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG
No. 46 TAHUN 1960
t ent ang
PERUBAHAN NAMA DAN KEDUDUKAN HUKUM SERTA
PEM NDAHAN TEMPAT KEDUDUKAN "N. V. NEDERLAND-
SCH- | NDI SCHE AARDCLI E MAATSCHAPPI J" .
UMUM

Pemeri nt ah dal am nenj al ankan kebi j aksanaannya dal am bi dang
per t anbangan m nyak bum - berpendirian bahwa senua perusahaan
m nyak bum yang di usahakan di | ndonesi a bertenpat kedudukan
(domsili) di Indonesia pula dan harus tunduk pada hukum
| ndonesi a.

Sal ah satu dari pada perusahaan m nyak bum termaksud adal ah



Neder| andsch- 1 ndi sche Aardolie Maatschappij (disingkat N.1.A M).
Perseroan tersebut sebagai suatu N. V., yang didirikan di Negeri
Bel anda nenur ut perundang-undangan Bel anda dan bert enpat
kedudukan di Negeri Bel anda masih tetap takl uk pada hukum
Bel anda, neski pun sejak tanggal 1 Januari 1959 secara de facto
t el ah dubah namanya nenj adi Pertanbangan M nyak | ndonesia
(di singkat Perm ndo), telah dipindahkan tenpat kedudukannya dari
Negeri Bel anda ke Indonesia dan telah berti ndak sebagai Perseroan
Ter bat as | ndonesi a.

Ber hubung dengan itu maka perlu diberi dasar hukum unt uk
ti ndakan-ti ndakan tersebut yang nmemang sudah sesuai dengan
kebi j aksanaan Penerintah dal am bi dang pertanbangan m nyak bum .

PASAL DEM PASAL.
Pasal 1, 2 dan 3.

Sebagai mana tel ah dij el askan dal am bagi an unum naka dal am
pasal - pasal ini terdapat penyesuai an termaksud dal am penj el asan
umum t er sebut .

Pasal 4.

Unt uk nmenghi ndar kan ker agu-raguan tentang si apakah yang
ber wenang unt uk nel akukan kekuasaan M nister van Kol oni en
(M nister van Overzeesche Cebi edsdel en), maka dal am Peraturan in
di t ent ukan bahwa kekuasaan-kekuasaan tersebut dil akukan ol eh
Presiden terhadap Perm ndo.

Pasal 5.

Pasal 5 nenentukan, bahwa senua peraturan terhadap N.I.A M
pada prinsi pnya berlaku untuk dan terhadap Perm ndo. Bahwa dengan
di adakannya Perat uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang ini yang
mer ubah nama, nerubah kedudukan hukum dan pem ndahan tenpat
kedudukan N.1.A M, ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan
ket ent uan- ket entuan dari pada Peraturan Penerintah Pengganti
Undang-undang ini tidak berlaku lagi, itu sudah senestinya.

Begi tul ah pul a ket entuan yang masi h dapat berl aku harus
di sesuai kan dengan perubahan nama, perubahan kedudukan hukum
dan pem ndahan tenpat kedudukan N.I.A M

Jadi m salnya jika suatu pasal nenunjuk kepada peraturan
Negeri Bel anda, maka yang berl aku adal ah peraturan Indonesia yang
serupa : msalnya jika ditunjuk Arrondi ssenent srechtbank di
's-Gravenhage, maka ini harus diarti kan Pengadil an Neger
| stimewa Jakarta.

Bahwa per at ur an- peraturan masi h berl aku harus di sesuai kan
dengan kedudukan Republ ik I ndonesia dan konstel asi ket at a-
negaraan kita juga sudah senmestinya m salnya Mnister van
Kol oni en (M nister van Overzeesche Gebi edsdel en) dan Gouver neur
General harus di baca Presiden

Unt uk nenghi | angkan ker agu-raguan, maka tentang pindahnya
wewenang dari M nister van Kolonien (M nister van Overzeeche
Gebi edsdel en) kepada Presiden, ditentukan dal am pasal 4 Peraturan



ini.
Cont oh dari pada penyesuai an dengan konst el asi
ket at anegar aan | ndonesi a adal ah m sal nya:
"Leden van de Raad van State" harus di baca "Anggot a- anggot a
Dewan Pertinbangan Agung" dan "Leden van De Staten-Ceneraal”
har us di baca " Anggot a- anggot a Dewan Perwaki | an Rakyat".

Pasal 6.

Ber hubung senua perubahan sebagai mana ter maksud dal am
Peraturan ini de facto dijal ankan senenjak tanggal Januari 1959
yang sesuai dengan kebi j aksanaan Penerintah dal am bi dang
per t anbangan m nyak bum , maka Peraturan ini dil akukan surut
hi ngga tanggal 1 Januari 1959.

CATATAN

Kut i pan: LEMBARAN NEGARA DAN TAVBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960
YANG TELAH DI CETAK ULANG

Sunber: LN 1960/ 150; TLN NO. 2100



